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ABSTRAK 

 

       Berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang 

membawa pengaruh bagi berbagai lapisan terutama Usaha Kecil Mikro Dan 

Menengah di kota Pelambang adanya aturan yang direguasi atau dipangkas 

membuat para pelaku usaha kebih mendapatkan kemudahan untuk melakukan 

kegiatan berusahanya, Undang Undang ini mempunyai salah satu tujuan yaitu 

memberdayakan UMKM, khusunya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

di kota Palembang, Permasalahan  pada penelitian ini bagaimana eksistensi Undang 

Undang Cipta Kerja terhadap perkembangan usaha kecil mikro dan menengah 

(UMKM) di Kota Palembang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Usaha 

Kecil Mikro Dan Menengah di kota Palembang setelah berlakunya Undang Undang 

Cipta Kerja  penelitian ini menggunakan metode penelitian Normative Empiris 

dengan Sebagian data diperoleh dari literasi dan Sebagian lagi hasil wawancara 

dengan dinas koperasi dan umkm di kota Palembang 

       Hasil analisis menunjukan bahwa keberadaan undang undang cipta kerja 

mempermudah perizinan dalam pasal 12 UU UMKM eksistensi  terkait dengan 

kemudahan yang dapat dirasakan oleh UMKM yang terdapat pada Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja tersebut dapat dipaparkan sebagai 

berikutKeringanan dalam Perizinan Berusaha Terdapat dalam psl 12 UU UMKM 

jo. UU Cipta Kerja, dikatakan bahwa bagi usaha mikro yang mengajukan perizinan 

sama sekali tidak dipungut biaya  Pembiayaan dan Penjaminan bagi UMKM. Pa 

biaya itu bisa berwujud pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. 

Undang Undang Cipta Kerja memberi Kemudahan/Penyederhanaan Administrasi 

Perpajakan Bagi UMK yang terdapat dalam Pasal 92 , Pasal 94 UU Cipta Kerja 

memberi kemudahan UMK dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) , 

Pembebasan biaya untuk mendapatkan Sertifikasi Halal.  
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ABSTRACT 

The enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation which has an 

impact on various levels, especially Micro, Small and Medium Enterprises in the 

city of Palembang, the existence of regulated or cut regulations makes it easier for 

business actors to carry out their business activities, This law has one goal, namely 

to empower MSMEs, especially those that will be discussed in this study in the city 

of Palembang, The problem in this study is how the existence of the Job Creation 

Law affects the development of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in 

the city of Palembang and how is the legal protection for Micro, Small and Medium 

Enterprises in the city of Palembang after the enactment of the Job Creation Law, 

this study uses the Normative Empirical research method with some data obtained 

from literacy and some from interviews with the cooperative and MSME services in 

the city of Palembang The results of the analysis show that the existence of the Job 

Creation Law makes it easier to obtain permits in Article 12 of the MSME Law, the 

existence related to the convenience that can be felt by MSMEs contained in Law 

Number 6 of 2023 concerning Job Creation can be explained as follows: Ease in 

Business Licensing There is in 

Keywords: Job Creation Law, Business Facilitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


